
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAEIUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : b \ / pp.o 4.2_Kpt I 7 2O8 / t<pu _Kab / xr / 2o2o
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA SAKINAJAYA KECAMATAN PARIGI UTARA

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAzuGI MOUTONG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi pemitihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, pembentukan

Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara

Pemungutan Sua_ra, dalam pen5,rlenggaiaan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan

dimaksud dalam huruf a, perlu

sebagaimana

menetapkan

Meneineat : 1.

2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten parigi

Moutong tentang Penetapan petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa Sakina Jaya Kecamatan parigi Utara
Kabupaten Parigi Moutong untuk penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Undane-Undans Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentans
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjad.i Undang_
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

Tentang Fer':bahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol5 Tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Keg.a

Koii-risi Pemiiiharr Umiim, Komisi pemiiihan Umuii-r
Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Ledependen
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dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
818), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
l{omor 3 Tahun 2C15 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Ke{a
Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan

Suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan

Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Repubiik inrionesia Tahun 20i7 iiomor i49gi;

3. Peraturan Komisi pemifihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2O20 tentang perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program, dan
Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Beita
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Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Vints Disease 2O1g ( Covid_i9) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi
Pemiiihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wati Kota Serentak Lanjutan dalam
Bencana Nonalam Corona. Virus Disease 2019 ( Covid_

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor
66 / PP.O6.a / Kpt / 03 / WU I II / 2O2O tentang pedoman

Telaris Pembentukan panitia pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok penyelenggara

Pemungutan Suara dalam pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wati Kota dan Wakil WaIi Kota sebagaimana telah
diubatr dengan Keputusan Ksmisi pemilihan Umum
Nomor 476/pp.04.2-Kpt/Ot/t<pU/X/2O2O tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi pemilihan
Umum Nomor 66/pp.O6.a/Kpt/03/iItr,UltU2O2O
tentang Pedoman Teknis pembentukan panitia

Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: Surat Komisi pemilihan Umum Kabupaten parigi

jdih.kpu.go.id/sulteng/parigimoutong



Menetapkan

L'E\C^,TIT

KEDUA

KETIGA

KI'I'MPAI'

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SAKINA JAYA KECAMATAN

PARIGU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Keterdban Tempat pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Sakina Jaya Kecamatan

Parig Utara Kabupaten Padgr Moutong dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
sebaqaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yErng merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas membantu Kelompok penyelenggara

Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,

ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah Tahun 2O2O dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan

tugas Petugas Ketertiban Tempat pemungutan Suara
56fagai64114 dimaksud dalam Dikhrm KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Tahun
2020.

Masa kerja Petugas Keteniban Tempat pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Dilrtum KESATU

berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tarrggad 24
November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sakina Jaya

Pada tanggal November 2020

A,N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPA?EN PARIGI MOUTONG,

KETUA PANITIA PEMUNGU?AN SUARA

SAKINA JAYA

IN)

tr iHt
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : lpp.04.2-Kpt/ Z2O8/lrPlu_Kalb /Xt/ 2O2O
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA

SAKNA .IAYA KECA},fATAN PARIGI UTA"RA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2O2O

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SAKINA JAYA DI KECAMATAN PARIGI UTARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TpS l)

Ditetapkan di Salina Jaya
Pada tanggal, ........ Novemb er 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN PARIGI MOUTONG,

KETUA PANIT1A PEMUNGUTAN SUARA

KEL
ii I'

1-

I

NO NAMA ALAMAT
1 BERTIN L DUSUN II DESA SAKINA JAYA
2 WADWAN L DUSUN I DESA SAKINA JAYA

SAKINA JAYA

L/P
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